
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang ... 

a. bahwa dengan telah dibubarkannya Unit Kerja 

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pembangunan dan dibentuknya Kantor Staf 

Presiden, dipandang perlu menyempurnakan 

ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan 

Sekretariat Kabinet; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat 

Kabinet; 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 67 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN 

NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA 

DAN SEKRETARIAT KABINET 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

I SALINAN I 



(Lembaran ... 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2014 
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Pasal ... 

Ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet 

sebagaimana telah diubah dengan: 

1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2009; 

2. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 225); 

diubah sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN 

.KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 

TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA 

DAN SEKRETARIAT KABINET. 

MEMUTUSKAN: 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 225); 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang 

Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 33); 

10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 34); 

3 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

Menetapkan 



Agar ... 

Pasal II 

Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

per seratus) dari Kelas Jabatan 18 yang berlaku 

bagi pegawai di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. 

(3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dibayarkan sejak dilantik. 

(4) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

pada Tahun Anggaran bersangkutan. 

diberikan peraturan perundang-undangan, 

Tunjangan Kinerja setiap bulan. 

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), adalah sebesar 150% (seratus lima puluh 

Pasal 6A 

(1) Kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris 

Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan selain 

penghasilan yang berhak diterima menurut 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 114 

YASONNA H. LAOLY 

ttd. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Mei 2015 

MENTER! HUKUM DAN. HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

JOKO WIDODO 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Mei 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden mi dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 
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